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BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 269 TAHUN 20 19

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 28 Talhien 2.17

TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dalam
bidang sanitasi masyarakat, Pcmerintah Daerah Kota Cimahi
memberikan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan
kakus;

bahwa dalam tertib administrasi retribusi penyediaan
dan/atau penyedotan kakus perlu diatur tatacara retribusi
pelayanan penyediaan dan/alau penyedotan kakus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan
Wali Kota;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Pcraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun
2012 nomor 139 Seri C) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017
Nomor 200);

5. Peraturan Dacrah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Air Limbah Domestik Lembaran Daerah Tahun
2015 Nomor 200);

6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomer 34 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

k.
2.

¥

il

Dacrah Kota adalah Dacrah Kota Cimahi.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom

Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang
selanjutnya disingkat DPKP Kota Cimahi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Dacrah scbagai pcmbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk meclakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Karcis adalah Surat ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Retribusi, pencentuan besarnya Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Petugas pemungut adalah orang yang bertugas untuk mecnarik retribusi
kenada waiih retribiisi



11. Bonggol karcis adalah bagian dari karcis yang menjadi bukti penerimaan
uang dari pelanggan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud dibentuknya peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman
dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus.
(2) Tujuan dibentuknya peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pemungutan retribusi.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut
Retribusi atas Jasa pelayanan penyediaan kakus dan/ atau penyedotan
kakus oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pelayanan penyediaan kakus bergerak (mobile toilet) ;
b. pelayanan penyedotan kakus yang meliputi :
1. Septictank Individu untuk keperluan rumah tangga dan selain rumah
tangga;
2. Septictank Komunal.

(3) Besaran tarif retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh DPKP.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 5

(1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut dengan
menggunakan karcis

(2) Karcis sebagaimana dimaksus ayat (1) terdiri dari :



&

karcis pelayanan penyediaan kakus bergerak (mobile toilet);
karcis pelayanan penyedotan kakus yang terdiri dari :

1. Septictank Individu untuk keperluan rumah tangga dan selain rumah
tangga, yang terdiri dari:

a] Karcis Kelas I untuk Rumah Tangga dengan daya listrik sampai
dengan 1300 VA,

b) Karcis Kelas II untuk Rumah Tangga dengan daya listrik di atas
1300 VA,

c) Karcis Kelas IIT untuk Non Rumah Tangga.
2. Septictank Komunal, yang terdiri dari :

a) Karcis untuk septictank komunal yang dibangun dan dikelola oleh
kelompok masyarakat yang melakukan kerjasama pemeliharaan
dengan Pemerintah Daerah;

b) Karcis untuk septictank komunal yang dibangun dan dikelola oleh
individu atau swasta.

(3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran I Peraturan Wali Kata ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(©)

(10)
(11)
(12)

(13)

Pasal 6

Petugas pungut melakukan pemungutan kepada wajib retribusi dengan
menyerahkan karcis sebagai bukti pembayaran sesuai dengan beban
retribusi yang menjadi kewajibannya.

Petugas pemungut menerima hasil uang pungutan dari wajib retribusi
beserta bukti pembayaran yang sah dan membawa kembali sisa karcis.
Petugas pemungut setiap hari menyerahkan uang hasil pungutan kepada
Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan melampirkan SSRD serta bonggol karcis.

Penyerahan uang hasil pungutan seperti dimaksud pada ayat (3)
diberikan tanda terima oleh bendahara kepada pemungut.

Bonggol karcis digunakan sebagai rekapitulasi oleh bendahara penerima.
Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Dinas.

Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam lampiran Il Peraturan Wali Kota ini.

Kebutuhan karcis dan SSRD digjukan Kepala UPT PALD kepada Kepala
Dinas.

Pengajuan kebutuhan karcis dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dituangkan dalam Nota Dinas.

Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dinas
mendisposisikan kepada Pengurus Barang.

Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi rekomendasi
pemberian karcis dan SSRD.

Pengurus Barang menyerahkan karcis dan SSRD berasarkan disposisi
sebagaimana dimaksud ayat (9) kepala Kepala UPT PALD.

Kepala UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyerahkan
karcis dan SSRD kepada petugas pemungut.



Bagian Ketiga
Penyetoran Retrbusi Ke Kas Daerah

Pasal 7

(1) Bendahara kas Penerimaan menyetorkan seluruh hasil pencrimaan
retribusi ke rekening Kas Dacrah dengan menggunakan Surat Tanda
Setloran.

(2) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas
Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja.

(3) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Cimabhi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 28 AQusvus 2.9
- WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

ttd
SUDIARTO
Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 28 Aguitus 2219
SEKRETARI AERAH KOTA CIMAHI,

] AMAD YANI
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2&\\? NOMOR 269



LAMPIRAN I: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR  : 2% Tawun 2.1
TANGGAL : 28 Adashus 2419
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BENTUK KARCIS DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

1. Kakus Bergerak
Bonggol Karcis bukti pembayaran
i RuEARS ; T ;
KARCIS RETRIBUSL i Pasy KARCIS RETRIBUSI
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. PENYEDOTAN KAKUS h;(;'i'-.‘\( AN v L PE NYFI:;-{T:”::: Il?r:\ I?I.J[:‘Q(nrl-\'\é IMAHI
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHL 2087 TANGGAL 25 JANUART 2017 i NOMOR 2 TAHUN 2007 TANGGAL 25 JANUARL 2017

TENTANG RETRIBUST JASA UMUNM ;

TENTANG RETRIBUSLIASA UMUM
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5, Tambahan kelas 1
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NOMOR 2 TAHUN 201 7 TANGGAL 25 JANUARI 2017
| TENTANG RETRBUSIJASA UMUM -

: Jcms Pclayanan E
Pcmﬂnbuimn Volume ?cnvcdotm ;

Kelas 1T
{ Non, Ritma!\ Timgrpa )

Rp BS 000,00/m3

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

ttd

SUDIARTO




LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 2\ TaWnun 2s |
TANGGAL : 29 Anostus 2=10
TENTANG : PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
| CIMAHI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

| e DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPT PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK

Jin. Rancabentang No.312 RT.04/RW.26 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan

w Telp (022) 86065766 www. cimahikota.go.id e-mad : uptald.dkpcimahi@gmail.com Kota Cimahi
40535

TANDA BUKTI SETORAN RETRIBUSI
LAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

Sudah terima dari
Untuk Pembayaran

Jumlah Pelanggan

Jenis Karcis Jumlah Karcis | Harga satuan | Jumlah
Kakus Bergerak 1.000|
Kelas 1 150.000
Kelas 2 | 240.000
Kelas 3 - 255.000
Tambahan Kelas 1 o o 50.000
Tambahan Kelas 2 ~ 80.000
Tambahan Kelas 3 ~ 85.000
Jumlah total penerimaan ]
‘Jumlah Total di setorkan

Cimahi,

Penyetor Bendahara Penerimaan

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,
ttd

SUDIARTO
Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 2¢ Afustus 2509
SEKRE AERAH KOTA CIMAHI,

D YANI
RERITA DARRAH KOTA CTMAHT TAHIIN 2o01tn NOMNOR 2L&a )



